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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Mas{lah{ah Mursalah Terhadap Isbat
Nikah untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL (Studi Putusan Pengadilan
Agama Bangil Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl.) ini merupakan hasil studi
putusan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar
pertimbangan hakim sehingga mengabulkan perkara isbat nikah untuk
mendapatkan uang pensiunan TNI-AL ini dan bagaimana tinjauan mas}lah}ah
mursalah terhadap putusan tersebut.

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data
yang diambil dari putusan. Selanjutnya, data yang dihimpun dianalisis dengan
metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan
menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir
deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dasar
Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perkara Pengadilan
Agama Bangil nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl., yaitu tiga peraturan yuridis
yang dimasukkan hakim dalam pertimbangan putusan ini (UU No. 1 Tahun 1974,
UU No. 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam) dan satu dari wawancara
(Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Edisi Revisi tahun 2013), masih kurang kuat terutama secara tekstual.
Sedangkan menurut analisis mas}lah}ah mursalah, kepentingan negara tentang
pencatatan perkawinan seharusnya juga lebih diutamakan karena termasuk
kategori mas}lah}ah mursalah yang bersifat h}ajiyyah, mas}lah}ah ‘ammah, dan untuk
h}ifz}un nafs daripada kepentingan Pemohon yang termasuk kategori mas}lah}ah
mursalah yang bersifat h}ajiyyah, mas}lah}ah khas}s}ah, dan untuk h}ifz}ul ma>l.

Dari kesimpulan diatas, maka kepada pemegang otoritas disarankan:
Pertama, untuk selalu berperan aktif dalam memperbaharui peraturan yuridis jika
diperlukan. Kedua, penyuluhan hukum kepada masyarakat lebih diterapkan lagi.
Ketiga, merencanakan dengan lebih terkoordinir untuk isbat nikah masal di
seluruh wilayah agar nantinya pembumian peraturan isbat nikah ini dapat lebih
diterapkan.


